




A. Landasan Penelitian Terdahulu 
Siregar et al. (2012) dalam penelitiannya “Audit tenure, auditor rotation, 
and audit quality : the case of Indonesia” meneliti tentang pengaruh audit 
tenure dan rotasi audit terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan 
metode analisis regresi logistik. Hasil penelitiannya adalah masa perikatan 
(tenure) yang lama berhubungan negatif terhadap kualitas audit untuk periode 
setelah rotasi wajib auditor, tapi sebaliknya untuk periode sebelum dilakukan 
rotasi wajib, masa audit yang lama berhubungan positif terhadap kualitas audit. 
Hasil lainnya untuk rotasi sukarela auditor berpengaruh positif terhadap kualitas 
audit, sedangkan untuk rotasi wajib tidak menunjukkan hubungan positif 
terhadap kualitas audit. 
Mgbame et al. (2012) dalam “Audit partner tenure and audit quality: An 
empirical analysis” menguji tentang hubungan antara audit tenure dan kualitas 
audit di Nigeria. Teknik estimasi the binary logit digunakan dalam menganalisis 
hubungan antara audit tenure auditor dan kualitas audit. Hasilnya menyatakan 
bahwa terdapat hubungan negatif antara hubungan audit tenure dan kualitas 
audit walaupun tidak secara signifkan. Variabel penjelas lainnya yang 
dipertimbangkan (ROA, Board Independence, and Director Ownership and 
Board size) disamping audit tenure, ditemukan bahwa secara kebalikannya 





dihubungkan dengan kualitas audit disamping Return on Assets (ROA) 
memperlihatkan efek positif. 
Febriyanti dan Mertha (2014) menguji pengaruh masa perikatan audit, rotasi 
KAP, ukuran perusahaan klien, dan ukuran KAP terhadap kualitas audit. Teknik 
analisis data yang digunakan berupa analisis regresi logistik dengan sampel 
sebanyak 112 perusahaan manufaktur yang listing di BEI. Berdasarkan hasil 
pengujian hipotesis menunjukkan bahwa masa perikatan audit, rotasi KAP dan 
ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan pada kualitas audit, sedangkan 
ukuran perusahaan klien berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas audit. 
Panjaitan (2014) menguji pengaruh dari tenure, ukuran kantor akuntan 
publik dan spesialisasi auditor terhadap kualitas audit. Metode penelitian yang 
digunakan adalah regresi linear berganda. Populasi dari penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-
2012. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tenure berpengaruh negatif 
terhadap kualitas audit dan spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap 
kualitas audit, sedangkan ukuran kantor akuntan publik tidak mempunyai 
pengaruh terhadap kualitas audit. 
Al-Thuneibat et al. (2011) menguji audit tenure dan ukuran KAP terhadap 
kualitas audit pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Amman Stock 
Exchange tahun 2002-2006. Dengan menggunakan metode bentuk pendekatan 
kuadratik (quadratic form approach) dihasilkan bahwa audit tenure 
berpengaruh negatif terhadap kualitas audit dan ukuran KAP tidak berpengaruh 





Jackson et al. (2008) dalam penelitiannya “Mandatory Audit Firm Rotation 
and Audit Quality” dengan menggunakan metode penelitian kecenderungan 
penerbitan opini going concern dan discretional accrual memperoleh hasil 
bahwa kualitas audit meningkat atas audit tenure dengan menggunakan proxy 
opini going concern dan tidak ada pengaruh ketika diproksikan dengan level 
diskresional akrual. 
Francis dan Yu (2009) dalam penelitiannya “The Effect of Big Four Office 
Size on Audit Quality” meneliti apakah ukuran KAP khususnya KAP Big 4, 
akan mempengaruhi kualitas audit. Kualitas audit dilihat dari kualitas akrual 
(abnormal accrual) klien yang disajikan dalam laporan keuangan, benchmark 
beating dan laporan audit going concern yang diterbitkan oleh KAP. Masing-
masing proxy variabel dependen tersebut diukur dengan menggunakan metode 
ordinary least square (OLS) dan probit model. Sampel yang digunakan yakni 
sebanyak 6.568 perusahaan untuk periode tahun 2003-2005 yang diaudit oleh 
285 macam KAP Big Four di Amerika Serikat. Hasil penelitiannya adalah 
ukuran KAP yang lebih besar (KAP Big Four) menyediakan laporan kualitas 
audit yang lebih tinggi. 
 
B. Landasan Teori 
1. Agency Theory 
Dalam teori keagenan (agency theory), Jensen dan Meckling (1976: 308) 
mendefinisikan hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih 





beberapa layanan bagi mereka. Principal kemudian mendelegasikan 
wewenang pengambilan keputusan kepada agent. Dalam praktiknya, 
manajer sebagai pihak pengelola perusahaan tentu mengetahui lebih banyak 
informasi internal dan prospek perusahaan di waktu yang akan datang 
dibandingkan dengan pemilik modal atau pemegang saham. Sebagai 
pengelola, manajer memiliki kewajiban memberikan informasi mengenai 
kondisi perusahaan kepada pemilik. Namun dalam hal ini, informasi yang 
disampaikan oleh manajer terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan 
yang sebenarnya. Hal ini akan menimbulkan asimetri informasi antara 
principal dan agent. 
Dalam  konteks keagenan, dibutuhkan peran pihak ketiga yang 
independen sebagai mediator antara principal dan agent. Pihak ketiga ini 
berfungsi memonitor perilaku manajer sebagai agent dan memastikan agent 
sudah bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Auditor adalah pihak 
yang dianggap mampu menjembatani kepentingan pihak principal dengan 
pihak manajer sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak manajer kepada 
pihak principal. Tugas auditor adalah memberikan opini atas kewajaran 
laporan keuangan yang diberikan pihak manajer yang keandalannya dapat 
dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor (Panjaitan, 2014).  
 
2. Independensi 
Menurut Hartadi (2009), dalam pelaksanaan audit, seorang auditor harus 





pengalaman maupun profesi dan kualitas auditor dalam menjaga sikap 
mentalnya (independensi) supaya mampu menciptakan hasil audit yang 
berkualitas. Hal ini berarti kualitas audit yang baik dihasilkan oleh auditor 
yang memiliki independensi yang baik. 
Menurut Mulyadi (2002) dalam Panjaitan (2014), independensi berarti 
sikap mental yang bebas pengaruh dari pihak luar, tidak dikendalikan dan 
tidak tergantung pada pihak lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran 
dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya 
pertimbangan yang objektif dalam merumuskan dan menyatakan 
pendapatnya. 
Menurut Agoes (2012: 34-35), sikap independen harus meliputi 
independen dalam fakta maupun penampilan, integritas dan objektivitas. 
Artinya dalam menjalankan tugasnya, KAP atau anggota KAP yang 
melakukan audit harus mempertahankan sikap integritas dan objektivitas, 
bebas dari berbagai benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak 
memperbolehkan salah saji material (material misstatement) yang 
diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) perkembangan kepada 
pihak lain. 
 
3. Kualitas Audit 
Secara umum, kualitas audit menggambarkan hasil kerja auditor apakah 
audit telah dilaksanakan sesuai standar auditing yang berlaku. Menurut 





bahwa yang diberikan auditor yaitu menemukan pelanggaran dalam laporan 
keuangan dan melaporkan pelanggaran tersebut. Kualitas audit merupakan 
kecenderungan seorang auditor untuk mendeteksi adanya kecurangan atau 
fraud dalam laporan keuangan klien (Febriyanti dan Mertha, 2014). 
Menurut Jackson et al. (2008) kualitas audit terdiri atas actual quality 
dan perceived quality. Actual quality menunjukkan tingkat risiko kesalahan 
material dalam laporan keuangan yang dapat dikurangi oleh auditor. 
Perceived quality menunjukkan tingkat kepercayaan pengguna dalam 
laporan keuangan dan efektivitas auditor dalam mengurangi salah saji 
material dalam laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. 
Menurut Standar Profesional Akuntan Publik per 31 Maret 2011 (PSA 
29 SA Seksi 508), terdapat lima jenis opini, yaitu : 
a. Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) 
Opini wajar tanpa pengecualian diterbitkan jika auditor yakin bahwa 
laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang 
material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas 
suatu entitas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Kondisi-kondisi 
pemberian opini tersebut (Arens et al., 2008). 
b. Opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (unqualified 
opinion with explanatory language) 
Pendapat Ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang 





laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa 
pengecualian yang dinyatakan oleh auditor (Agoes, 2012, 76). 
c. Opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) 
Pendapat ini dinyatakan bilamana (Agoes, 2012, 76): 
a) Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan 
terhadap lingkup audit 
b) Audit yakin, atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi 
penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS, yang berdampak material dan 
auditor berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. 
c) Jika auditor meyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, auditor 
harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau 
lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf 
pendapat. 
d) Opini tidak wajar (adverse opinion) 
Opini tidak wajar diberikan jika laporan keuangan yang disusun 
tidak sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS (Agoes, 2012, 77). 
e) Tidak memberikan opini (disclaimer opinion) 
Arens et al. (2008) menyebutkan bahwa disclaimer opinion 
diterbitkan jika auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa 
laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar, 
serta adanya pembatasan ruang lingkup audit atau terdapat hubungan 






4. Standar Auditing 
Standar Auditing yang telah diterapkan dan disahkan oleh Institut 
Akuntan Publik Indonesia terdiri atas sepuluh standar yang dikelompokkan 
menjadi tiga kelompok besar, yaitu (Agoes, 2012, 32-37): 
a. Standar Umum 
- Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 
keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor 
- Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 
dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor 
- Dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporannya, auditor 
wajib menggunakan kemahiran profesionalnya 
b. Standar Pekerjaan Lapangan 
- Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 
asisten harus disupervisi dengan semestinya 
- Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk 
merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup 
pengujian yang akan dilakukan 
- Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, 
pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar 








c. Standar Pelaporan 
- Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 
disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di 
Indonesia 
- Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, 
ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan 
laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan 
standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya 
- Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang 
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor 
- Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 
laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa 
pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara 
keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. 
Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka 
laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat 
pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung 
jawab yang dipikul oleh auditor. 
 
5. Beberapa Kebijakan tentang Kualitas Audit 
a. Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan 
Publik Bab II terkait Bidang Jasa bagian Pertama dan Kedua 





(1) Bidang jasa Akuntan Publik dan KAP adalah atestasi, yang 
meliputi: 
a) jasa audit umum atas laporan keuangan 
b) jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif 
c) jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan 
proforma 
d) jasa review atas laporan keuangan; dan 
e) jasa atestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam SPAP 
(2) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 
oleh Akuntan Publik. 
(3) Selain jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Akuntan 
Publik dan KAP dapat memberikan jasa audit lainnya dan jasa 
yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, 
kompilasi, perpajakan, dan konsultansi sesuai dengan kompetensi 
Akuntan Publik dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
ii) BAB II BIDANG JASA - Bagian Kedua, Pembatasan Masa 
Pemberian Jasa Pasal 3: 
(1) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu 
entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a 
dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku 
berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 





(2) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
menerima kembali penugasan audit umum untuk klien 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku 
tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien 
tersebut. 
(3) Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali 
kepada klien yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak diberikan melalui 
KAP tersebut. 
(4) Dalam hal KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas 
laporan keuangan dari suatu entitas melakukan perubahan 
komposisi Akuntan Publiknya, maka terhadap KAP tersebut tetap 
diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(5) KAP yang melakukan perubahan komposisi Akuntan Publik yang 
mengakibatkan jumlah Akuntan Publiknya 50% (lima puluh per 
seratus) atau lebih berasal dari KAP yang telah 
menyelenggarakan audit umum atas laporan keuangan dari suatu 
entitas, diberlakukan sebagai kelanjutan KAP asal Akuntan 
Publik yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan 
penyelenggaraan audit umum atas laporan keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(6) Pendirian atau perubahan nama KAP yang komposisi Akuntan 





KAP yang telah menyelenggarakan audit umum atas laporan 
keuangan dari suatu entitas, diberlakukan sebagai kelanjutan 
KAP asal Akuntan Publik yang bersangkutan dan tetap 
diberlakukan pembatasan penyelenggaraan audit umum atas 
laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
b. Undang-Undang Sarbanes Oxley 
Undang-Undang Sarbanes Oxley 2002 terdiri dari 3 bagian. Bagian 
pertama berisi mengenai judul singkat dan daftar isi, bagian kedua 
tentang definisi-definisi, dan bagian tentang aturan komisi dan 
pelaksanaan. 
Salah satu isi dari UU pada Title II mengatur mengenai Independensi 
Auditor. Title II terbagi dalam 9 bagian, yaitu : 
Sec 201 - Service outside the scope of practice of auditors 
Sec 202 - Preapproval requirements 
Sec 203 - Audit Partner Rotation 
Sec 204 - Auditors reports to audit committees 
Sec 205 - Conforming amendments 
Sec 206 - Conflicts of interest 
Sec 207 - Study of mandatory rotation of registered public accounting 
firms 
Sec 208 - Commission authority 





Dalam Title II pada bagian 203 mengatur tentang rotasi audit yang 
berbunyi : 
“AUDIT PARTNER ROTATION. It shall be unlawful for a registered 
public accounting firm to provide audit services to an issuer if the lead 
(or coordinating) audit partner (having primary responsibility for the 
audit), or the audit partner responsible for reviewing the audit has 
performed audit services for that issuer in each of the 5 previous fiscal 
years of the issuer.” 
“ROTASI PARTNER AUDIT. Akan menjadi tidak sah bagi kantor 
akuntan publik untuk menyediakan jasa audit untuk pengguna jika audit 
partner (yang memiliki tanggungjawab utama untuk mengaudit), atau 
audit partner bertanggungjawab untuk meninjau audit yang 
menampilkan jasa audit pada pengguna dalam setiap 5 tahun fiskal 
sebelumnya dari pengguna.” 
 
6. Opini Going Concern 
Opini going concern disajikan sebagai bahasa penjelasan dalam opini 
wajar tanpa pengecualian jika terdapat kondisi bahwa auditor merasa tidak 
yakin atas kelangsungan hidup perusahaan. Dalam penelitian ini, opini going 
concern merupakan proksi kualitas audit. 
Meriani dan Krisnadewi (2012) dalam Monica (2015) menyatakan 
bahwa istilah going concern dapat berarti dua hal, yaitu sebagai konsep dan 





keberlangsungan hidupnya dalam jangka panjang, sedangkan going concern 
sebagai opini adalah pendapat auditor atas keraguannya tentang kemampuan 
perusahaan untuk terus berlangsung. 
PSA No.30 Seksi 341 membahas mengenai “Pertimbangan Auditor atas 
Kemampuan Entitas dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidupnya”. 
Paragraf 2 dari PSA tersebut menyebutkan: “Auditor bertanggung jawab 
untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan 
entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode 
waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan 
yang sedang diaudit”. 
Arens et al. (2008) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan 
ketidakpastian mengenai kemampuan perusahaan untuk terus bertahan 
antara lain : 
1. Kerugian operasi atau kekurangan modal kerja yang berulang dan 
signifikan. 
2. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya ketika 
jatuh tempo. 
3. Kehilangan pelanggan utama, terjadi bencana yang tak dijamin oleh 
asuransi seperti gempa bumi atau banjir, atau masalah ketenagakerjaan 
yang tidak biasa. 
4. Pengadilan, perundang-undangan, atau hal-hal serupa lainnya yang 






Paragraf 2 PSA No. 30 Seksi 341 menyatakan bahwa auditor 
bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar 
terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan 
hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak 
tanggal laporan keuangan yan sedang diaudit. Berarti auditor harus 
memberikan opini jika terdapat keadaan yang berkaitan dengan 
keberlangsungan hidup perusahaan yang diaudit. 
 
7. Audit Tenure 
Audit tenure adalah masa perikatan (keterlibatan) antara Kantor Akuntan 
Publik (KAP) dan klien terkait jasa audit yang disepakati atau dapat juga 
diartikan sebagai jangka waktu hubungan auditor dan klien (Sinaga, 2012). 
Audit tenure sering dikaitkan dengan independensi. Menurut Al-
Thuneibat et al. (2011) hubungan yang panjang antara KAP dan klien 
berpotensi untuk menimbulkan kedekatan antara mereka, hal tersebut dapat 
menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit. Hal ini 
disebabkan dengan adanya kedekatan, timbul tingkat kepercayaan dari 
auditor pada klien. Hal tersebut menghasilkan perilaku yang bias karena 
auditor menjadi pihak yang loyal, secara personal maupun dengan 
pendekatan non-profesional dengan klien, dan akan kehilangan motif untuk 
melakukan proses audit secara profesional dan sesuai dengan praktik-praktik 






8. Rotasi Audit 
Dengan adanya kasus Enron yang melibatkan Kantor Akuntan Publik 
Arthur Anderson menyebabkan diberlakukannya rotasi audit secara wajib. 
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan independensi KAP baik secara 
tampilan maupun fakta. 
Proses audit yang berkualitas sangatlah penting untuk menghasilkan 
informasi akuntansi yang berkualitas yang sangat relevan bagi para 
pengguna laporan keuangan. Namun proses audit yang berkualitas hanya 
dapat dihasilkan apabila proses audit dilakukan oleh auditor yang benar-
benar kompeten dan independen. Menurut Christiawan (2002) dalam Alim 
et al. (2011) mengatakan kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu, 
kompetensi dan independensi. 
Rotasi audit akan membuka pintu bagi auditor baru untuk menyelidiki 
klien dengan pengawasan yang lebih baik dan hati-hati (Al-Thuneibat et al., 
2011). Ini berarti, auditor baru yang sebelumnya tidak memiliki keterikatan 
dengan klien akan cenderung melaksanakan kegitan audit dengan lebih baik 
sesuai profesionalitas kerjanya dikarenakan belum adanya kedekatan 
dengan klien. 
 
9. Ukuran KAP 
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang 
jasa akuntan publik menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik yang 





dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan 
jasanya. Bentuk dari kantor akuntan publik adalah perseorangan dan 
persekutuan perdata dan persekutuan firma. KAP yang berbentuk badan 
usaha perseorangan hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seorang 
Akuntan Publik yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin. KAP yang 
berbentuk badan usaha persekutuan hanya dapat didirikan oleh paling sedikit 
2 (dua) orang Akuntan Publik, dimana masing-masing sekutu merupakan 
rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai Pemimpin Rekan. 
DeAngelo (1981) menyatakan bahwa KAP yang memiliki jumlah klien 
yang lebih banyak memiliki insentif yang lebih besar terhadap kualitas audit. 
Ukuran KAP menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen 
dan melaksanakan audit secara profesional, sebab KAP besar (Big Four) 
kurang tergantung secara ekonomi kepada klien. Dari segi ketergantungan 
ekonomi, KAP besar yang memiliki level kerja yang mendalam dengan para 
pelanggannya kurang bergantung pada klien tertentu (Choi et al., 2010). 
Menurut Panjaitan (2014), KAP besar juga cenderung tidak 
berkompromi atas kualitas audit, sehingga dapat memberikan kualitas audit 
yang lebih baik daripada KAP kecil (non-Big Four). Portofolio yang banyak 
dari klien yang mereka dapatkan memberikan mereka kemampuan untuk 
menolak atau menahan tekanan dari klien (DeAngelo, 1981). 
KAP besar akan lebih banyak menerbitkan opini going concern 
dipengaruhi oleh kemampuan auditor dalam membaca kondisi perusahaan 





tersebut tersebut akan terasah mengikuti bertambahnya pengalaman 
melakukan audit (Nindita dan Siregar, 2012). 
Dari sini dapat disimpulkan bahwa ukuran KAP yang besar memiliki 
jumlah klien yang lebih banyak dibanding ukuran KAP yang lebih kecil 
yang dapat dilihat dari jumlah portofolio klien, yang tentunya KAP besar 
tersebut telah memiliki banyak pengalaman dalam mengaudit yang 
memberikan keuntungan bagi mereka untuk tidak bergantung kepada klien 
sehingga tingkat independensi dari KAP besar cenderung lebih dibanding 
KAP kecil dan mereka juga tidak memiliki ketakutan akan tekanan dari klien 
dalam hal menyajikan laporan keuangannya yang membuat kualitas audit 
yang diberikan menjadi lebih berkualitas dalam hal ini adalah pemberian 
opini going concern. 
Jumlah partner dan staff pada umumnya merupakan informasi yang 
diberikan KAP secara terbuka sedangkan pendapatan (untuk kebanyakan 
KAP di Indonesia) merupakan data yang dirahasiakan (Christiawan dan 
Budisantosa, 2014). Berdasarkan data dari Departemen Keuangan tahun 
2014 tercatat ada 388 KAP di Indonesia dengan bentuk usaha persekutuan 
berjumlah 201 dan perseorangan berjumlah 187 perusahaan. Jumlah tenaga 
kerja per tahun 2013 sebesar 12.533 orang, dimana tenaga kerja profesional 
auditornya berjumlah 9.177 orang atau sebesar 73,22%. 
Untuk mengukur besar atau kecilnya sebuah KAP, Adityasih (2010) 





berdasarkan jumlah auditornya yaitu KAP BIG 4, KAP Menengah, dan KAP 
Kecil, yaitu: 
a. KAP Big 4 (KAP First Tier) 
Kelompok ini adalah KAP yang mempunyai jumlah professional 
staff diatas 400 orang yang terdiri dari PricewaterhouseCooper (PwC), 
Deloitte, Ernst & Young dan KPMG. KAP tersebut adalah KAP asing 
yang berkerjasama dengan KAP Indonesia berupa network maupun 
asosiasi. 
b. KAP Menengah (KAP Second Tier) 
Kelompok ini adalah KAP yang mempunyai jumlah professional 
staff antara 100-400 orang. 
c. KAP Kecil (KAP Third Tier) 
Kelompok ini adalah KAP yang mempunyai jumlah professional 
staff dibawah 100 orang. 
 
C. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 
1. Kerangka Pemikiran 
Teori agensi merupakan teori yang menggambarkan hubungan antara 
dua individu yang berbeda kepentingan yaitu principal yang dirujuk sebagai 
pemegang saham dan agent bertindak sebagai manajer. Masalah keagenan 
akan muncul ketika terjadi konflik kepentingan antara principal dan agent 
yang alami muncul akibat adanya asimetri informasi. Masing-masing pihak 





Ittonen (2010) dalam Kurniasih (2014)), adanya asimetri informasi dapat 
menciptakan kebutuhan akan adanya pihak ketiga yang independen untuk 
yang independen untuk memeriksa dan memberikan assurance pada laporan 
keuangan. 
Laporan keuangan yang ada dibuat oleh auditor haruslah berkualitas. 
Menurut DeAngelo (1981) kualitas audit adalah kemampuan auditor dalam 
menemukan kesalahan yang material dalam sistem akuntansi klien dan 
memiliki keberanian untuk mengungkapkan kesalahan material tersebut. 
Apabila kualitas audit meningkat kemungkinan auditor dalam mendeteksi 
dan melaporkan kesalahan material akan semakin meningkat. Dalam 
menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, auditor haruslah independen 
dan dalam hal ini terkait dengan sikap independensi yang dibawa oleh 
auditor. 
Independensi berkaitan erat dengan masa perikatan antara auditor dan 
klien. Audit tenure mempengaruhi kualitas audit dimana perikatan audit 
jangka panjang akan membuat kedekatan dan loyalitas antara auditor dan 
klien, sehingga dapat menurunkan objektivitas audit dan menurunkan 
independensi auditor. Nuratama (2011) menyatakan bahwa rotasi wajib 
auditor diperlukan untuk mengurangi kedekatan auditor dan klien. Oleh 
karena itu, selain mengurangi masa perikatan antara auditor dengan klien, 
maka dilakukan rotasi audit untuk mengurangi adanya hubungan keakraban 






Selain itu, ukuran KAP yang besar berpengaruh terhadap kualitas audit. 
Hal ini disebabkan karena ukuran KAP yang besar cenderung telah 
mengaudit banyak klien yang berarti KAP tersebut sudah memiliki banyak 
pengalaman dalam mengaudit sehingga mereka tidak bergantung kepada 
klien yang membuat tingkat independensi dari KAP besar (The Big Four) 
cenderung lebih dibanding KAP kecil (Non-Big Four). Portofolio yang 
banyak dari klien yang mereka dapatkan memberikan mereka kemampuan 
untuk menolak atau menahan tekanan dari klien (DeAngelo, 1981). 
Ketidakbergantungan dari auditor dalam suatu KAP terhadap klien 
memunculkan independensi yang baik dalam menghasilkan laporan hasil 
audit yang berkualitas. 
Sebuah kerangka pemikiran diperlukan untuk membantu dalam 
memahami penelitian. Penelitian ini menjelaskan pengaruh audit tenure, 
rotasi audit, dan ukuran KAP terhadap kualitas audit. Kualitas audit dalam 
penelitian ini diproksikan dengan opini going concern. Hal itu berarti jika 
auditor memberikan opini going concern pada saat tertentu dalam 
perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa audit tersebut berkualitas 
dikarenakan auditor mampu menemukan kesalahan dalam laporan keungan 
perusahaan dan melaporkan hasil temuannya melalui hasil opininya yang 
menandakan masih adanya independensi dan kompetensi dari auditor 
tersebut. Audit tenure, rotasi audit dan ukuran KAP sebagai variabel 
independen merupakan ukuran independensi dan profesionalisme yang 





menggunakan opini going concern sebagai proksi kualitas audit. Model 








Gambar 2 . 1 : Kerangka Pemikiran 
2. Hipotesis 
a. Pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit 
Agent yang bertindak sebagai pengelola keuangan perusahaan harus 
memberikan hasil laporannya kepada principal dimana laporan tersebut 
haruslah berkualitas. Auditor merupakan pihak yang independen dalam 
menilai laporan keuangan melalui opini yang diberikannya atas laporan 
keuangan yang dibuat oleh agent sebagai berntuk pertanggungjawaban 
agent kepada principal. Opini tersebut haruslah berkualitas. 
Masa perikatan antara auditor dengan perusahaan milik principal 
yang dikelola oleh agent ini juga harus diperhatikan dimana jika masa 
perikatan yang panjang antara auditor dan perusahaan akan membuat 
tingkat independensi dari auditor akan berkurang sehingga opini yang 














terjadi dalam perusahaan yang diperiksanya sehingga dalam hal ini 
menimbulkan hasil laporan audit yang tidak berkualitas. 
Hasil laporan keuangan auditan yang berkualitas oleh auditor selain 
adanya sikap independensi dan profesional kerja yang harus dimiliki 
oleh auditor, maka diperlukan juga audit tenure untuk menjaga sikap 
independensi dan meningkatkan kualitas kerja (Kurniasih, 2014). 
Dengan hal ini, adanya masa perikatan (tenure) antara auditor dan 
perusahaan akan menghasilkan hasil auditan yang berkualitas karena 
minimnya atau terbatasnya interaksi auditor dengan klien tidak 
mengganggu independensi auditor dalam melaksanakan tugasnya 
sehingga meningkatkan profesionalitas kerja auditor. 
Dalam penelitian Mgbame et al. (2012) yang dilakukan di Nigeria 
diperoleh hasil bahwa audit tenure dan kualitas audit berpengaruh 
negatif terhadap kualitas audit. Dalam hal ini variabel penjelas (Returns 
on Assets, Independensi Dewan, Kepemilikan Auditor dan Ukuran 
Dewan) ditemukan memiliki hubungan negatif terhadap kualitas audit 
kecuali ROA yang memperlihatkan pengaruh positif. Dengan demikian 
masih terjadi perdebatan tentang audit tenure yang masih dapat terlihat 
karena banyaknya hasil penelitan yang berbeda dari sudut pandang ini. 
Al-Thuneibat et al. (2011) dalam penelitiannya menemukan bahwa 
panjang hubungan antara auditor dan klien secara negatif berpengaruh 
terhadap kualitas audit sesuai dengan perusahaan manufaktur yang 





Siregar et al. (2012) dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa 
masa perikatan audit (audit tenure) yang lama dapat mempengaruhi 
rendahnya kualitas audit sebelum rotasi mandatory auditor diterapkan, 
sebaliknya setelah rotasi mandatory auditor diterapkan masa perikatan 
audit yang lama meningkatkan kualitas audit. 
Dalam penelitian Jackson et al. (2008) dengan menggunakan proxy 
opini going concern pada variabel dependennya menemukan hasil 
bahwa audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan 
dengan menggunakan proxy discretional accrual audit tenure tidak 
berpengaruh terhadap kualitas audit.  
H1 : Audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit 
 
b. Pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit 
Kasus independensi yang melibatkan Kantor Akuntan Publik 
ternama di dunia menyebabkan munculnya berbagai peraturan guna 
mempertahankan independensi dan meningkatkan kualitas audit. 
Menurut Mautz dan Sharaf (1961) dalam Febriyanti dan Mertha (2014) 
menyatakan bahwa auditor akan kehilangan independensinya apabila 
terjalin hubungan yang nyaman dengan klien. Hubungan tersebut dapat 
digambarkan dalam kondisi adanya ketergantungan yang tinggi dan 
ikatan ekonomik yang kuat antara auditor dan klien. 
Untuk mencegah “hubungan yang nyaman” yang akan berakibat 





Penganjuran atas rotasi audit dipercaya bahwa skema dari rotasi wajib 
audit akan mencegah auditor untuk terlalu dekat dengan manajer, yang 
berdampak terhadap independensi mereka (Jackson et al., 2008). 
Jackson et al. (2008) dalam penelitiannya menggunakan proxy opini 
going concern mendapatkan hasil yang signifikan ketika terjadi rotasi 
terhadap kualitas audit, yakni rotasi positif. 
Siregar et al. (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa masa 
perikatan yang panjang memiliki dampak akan rendahnya kualitas audit 
pada periode sebelum rotasi mandat terjadi, tapi sebaliknya pada periode 
setelah mandat terjadi, audit tenure yang panjang meningkatkan kualitas 
audit. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa rotasi auditor 
sebelum peraturan (rotasi sukarela) meningkatkan kualitas audit 
sedangkan rotasi mandat tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap 
kualitas audit. Hal ini mungkin dapat terjadi karena masih lemahnya 
penegakkan hukum di Indonesia dan adanya celah dalam peraturan rotasi 
yang memungkinkan firma KAP melakukan rotasi kuasi. 
H2 : Rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit 
 
c. Pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit 
Kualitas audit dari akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP 
yang melakukan audit. DeAngelo (1981) menunjukkan KAP besar (big 
4 accounting firms) akan melakukan audit dengan lebih berkualitas 





KAP memiliki jumlah klien yang lebih banyak memiliki insentif yang 
lebih besar terhadap kualitas audit. 
Francis dan Yu (2009) dalam penelitiannya membuktikan bahwa 
KAP Big 4 yang berukuran  besar mampu menghasilkan kualitas audit 
yang lebih baik dibandingkan KAP Non-Big 4 yang berukuran kecil. 
Mereka berargumen bahwa hanya KAP Big 4 yang akan menghasilkan 
kualitas audit yang tinggi dengan menunjukkan kemampuannya dalam 
membatasi perilaku manajemen laba dan menerbitkan laporan audit 
going concern. 
Choi et al. (2010) juga membuktikan bahwa ukuran KAP merupakan 
faktor yang mempengaruhi kualitas audit karena secara ekonomi mereka 
kurang bergantung pada klien dan KAP besar mampu membatasi 
tekanan klien dalam pelaporan yang tidak memenuhi standar atau yang 
menyimpang. 
Bertentangan dengan hal tersebut, dalam penelitian Al-Thuneibat et 
al. (2011) memperoleh hasil bahwa ukuran KAP tidak meningkatkan 
pengaruh panjang masa perikatan antara KAP dan klien terhadap kualitas 
audit di Jordania. Panjang masa perikatan audit semakin rendah kualitas 
audit tanpa memperhatikan ukuran KAP. Tetapi secara kebetulan, dalam 
pasar Jordania didominasi dengan penggunaan KAP besar. Febriyanti 
dan Mertha (2014) dalam penelitiannya juga memperoleh hasil bahwa 
ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 
H3 : Ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas Audit 
